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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun,·\• 2004 tentang 
., Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba­

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2,004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara RePf blik Indonesia 
Nomor 4389); . 1· 

4. Undang-Undang Nomor_ 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah .(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleng­
garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot~741 ) ; 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan 
Peraturan F21Tindang-Undangan; 
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10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Pro\tinsi Jawa Tengah Nomor 8); 

..... 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 

dan 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT 
JIWA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris · 

Daerah Provinsi Jawa Tengah . 
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Provins! Jawa Tengah yang merupakan 
Lembaga Teknis Daerah. 

6. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut RSJD adalah Rumah 
Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan Lembaga 
Teknis Daerah. 

7. Kepa!a Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur 
adalah Kepa!a Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, Kepa!a 
Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo, dan Kepala 
Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo dan Kepala Rumah Sakit Umum 
Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah. 
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